
 

SALINAN 
 
 

 
 

 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI  KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  19  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

      PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 62 

TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  RENCANA  
PEMBANGUNAN  JANGKA MENENGAH  DESA DAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH  DESA SERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa  menindaklanjuti  Pasal 79 huruf  a Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, dan dalam rangka tertib administrasi bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa, maka Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Dan  Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan 
Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga perlu 

disesuaikan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati  

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 
62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan  

Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan 
Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 
 

 
 



 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 62 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA. 

 

 

 
 

 
 

 



 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tahun 

2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga  Tahun 2017 Nomor  62), diubah  dan dicabut sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah  1 (satu) huruf  yaitu huruf e  diubah  

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
 

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 
bidang/kelompok : 

a. penyelenggaraan pemerintahan desa. 
b. pelaksanaan pembangunan desa. 
c. pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

d. pemberdayaan masyarakat desa; 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

 

2. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 44 

(1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan 
Desa sesuai jenis rencana kegiatan. 
 

(2) dihapus. 
 

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikutsertakan perempuan.  

 
3. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 56 

(1) dihapus. 
 

(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa ditetapkan dengan 

mempertimbangkan keadilan gender. 
 

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta 
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 
 

(4) Pelaksana pembangunan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.  
 

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan 
pembangunan Desa.  

 
4. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 



 

Pasal 60 

(1) dihapus. 
 

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh 

perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 
5. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 64  berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 62 

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang 

tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB 
Desa. 

 

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

 

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili 

keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat 
mengubah pelaksana kegiatan. 

 

(4) dihapus. 

 
 

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 65 

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di 

Desa. 
 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah 
kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan pembimbingan teknis. 
 

(4) dihapus. 
 

8. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) dihapus,  sehingga Pasal 67 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 67 

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi 
kegiatan. 

 

(2) dihapus. 
 

(3) dihapus. 
 

 
9. Ketentuan Pasal 73 dihapus 

10. Ketentuan Pasal 75 dihapus. 

11. Letentuan Pasal  83 dihapus. 

12. Ketentuan Pasal 85 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

 



 

    Pasal 85 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan Desa. 
 

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran 

berikutnya. 
 

(3) dihapus. 
 

(4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan 
pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegitan. 

 
  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 15 Januari 2019 

Plt. BUPATI PURBALINGGA 
WAKIL BUPATI, 

 
ttd 

 

DYAH HAYUNING PRATIWI 
 
Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 16 Januari 2019 
     

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

ttd 
 

WAHYU KONTARDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 19 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


